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Dalam menyel enggarakan kehidupan negara terdapat pembagian kekuasaan yang dimiliki oleh beberapa
lembaga tinggi/tertinggi negara. Tiap-tiap lembaga tinggi/tertinggi negara tersebut mempunyai tugas dan
wewenang masing-masing, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mengupayakan peningkatan
kehidupan rakyat agar semakin lebih balk. Lembaga tinggi negaraltertinggi hegara menurut Undang-Undang
Dasar 1945 adalah Mgjelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BEPEKA).

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara mempunyai hubungan
seperti hubungan tugas antara Badan Pemeriksa K euangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Pelaksanaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dikelola oleh Pemerintah. Tugas Badan Pemeriksa
Keuangan adalah melaksanakan pemeriksaan atas tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan keuangan
negara, sedangkan tugas Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
Pengawasan atas jalannya pemerintahan termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, apakah telah
sesual dengan undang-undang yang berlaku.

Hubungan tugas tersebut adalah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih
lanjut dilaksanakan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang disepakati oleh
kedua lembaga tinggi negara. Hubungan tugas tersebut adalah dalam bentuk pembe- ritahuan hasil
pemeriksaan tahunan (HAPTAH) atau sekarang dijadikan hasil pemeriksaan semester-an (HAPSEM) dan
Pemberitahuan atas Hasil Perhitungan Anggaran (PAN) melalui peme- rintah selanjutnya diteruskan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas menjadi Undang-undang.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
seharusnya ditindaklanjuti dalam rangka pengawasan terhadap jalannya pengel olaan keuangan negara oleh
Pemerintah. Tindak lanjut yang dilakukan sekarang masih terbatas kepada apa yang dipahami dari laporan
hasil pemeriksaan. Adapun tindaklanjut lainnya berupa dengar pendapat dan keikutsertaan dalam
pembahasan masal ah-masalah yang berkait-an dengan keuangan negara belum sepenuhnya terlaksana. Agar
hubungan kerja tersebut dapat berjalan lebih efektif, maka diperlukan seperangkat peraturan yang
mendukung tugas Badan Pemeriksa K euangan dalam memeriksa tanggungjawab keuangan negara, seperti
Undangundang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang tentang Pemeriksaan K euangan, serta
ketentuan lain yang mendukung hubungan tugas Badan Pemeriksa K euangan dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
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